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ABSTRACT  
This research examines government discretion in economic policy and the limitations of 
official criminal liability in the perspective of state administrative law, focusing on the 
tension between the need for post-pandemic policy flexibility and the demands of legal 
certainty and state financial accountability. The purpose of the study is to analyze the scope 
of economic discretion based on Law No. 30 of 2014 and related regulations, identify 
normative limits of AUPB in its use, and map the construction of criminal liability for abuse 
of discretion in the Criminal Code regime and the Corruption Law. The method used is 
normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches, through analysis 
of regulations, PTUN decisions, Corruption Courts, Supreme Courts, and Constitutional 
Courts, as well as reports of financial supervisory institutions and corruption eradication. 
The results of the study show, first, that the discretionary space in fiscal, monetary, and state 
budget policies is very wide but is not balanced by an effective AUPB implementation 
mechanism, so that many subsidy policies, tax holidays, and budget refocusing operate in 
gray areas that are prone to abuse. Second, the legal limits of discretion that have been 
normatively formulated through the principles of legal certainty, proportionality, 
transparency, and the obligation to consult have not been consistent, as reflected in the 
findings of BPK/BPKP and the number of cancellations of discretion by the State 
Administrative Court. Third, criminal liability for abuse of discretion still faces disparities 
between administrative and criminal sanctions and the difficulty of proving "unlawful" 
elements, so that most cases stop in the realm of discipline, while only some continue as 
typical, with negative implications for the investment climate and public trust. This study 
recommends an integrative reconstruction of the HAN-criminal relationship and the 
establishment of a special normative framework for economic discretion. 
Keywords: Economic Discretion, AUPB, Criminal Liability, State Administrative Law. 
 
ABSTRAK  
Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan 
pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan 
fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan 
kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan 
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regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta 
memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam 
rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap 
peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah 
Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil 
penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan 
APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, 
sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam 
grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif 
telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan 
kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan 
banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas 
penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan 
pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus 
berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, 
dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini 
merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan 
kerangka normatif khusus diskresi ekonomi. 
Kata Kunci: Diskresi Ekonomi, AUPB, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Administrasi 
Negara. 
 
PENDAHULUAN  

Fenomena diskresi kebijakan ekonomi yang diperluas dalam periode 2020–
2025 setelah pandemi Covid-19 telah menimbulkan dinamika baru antara kebutuhan 
respon kebijakan yang cepat dan kepastian hukum bagi kepentingan publik. Dalam 
konteks pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperluas ruang diskresi 
melalui kebijakan fiskal dan moneter, antara lain subsidi energi seperti BBM 
bersubsidi, insentif pajak, dan program bantuan sosial, yang secara langsung 
berdampak pada struktur anggaran dan keuangan negara (Alfathan & Sulastri, 
2025). Data BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian keuangan negara dari 
insentif dan fasilitas perpajakan yang tidak tepat sasaran pada 2021 mencapai sekitar 
Rp15,3 triliun, sementara KPK mencatat peningkatan signifikan terhadap kasus 
korupsi kebijakan yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap kebijakan 
subsidi dan insentif fiskal. Kondisi ini menegaskan kebutuhan menjembatani antara 
fleksibilitas kebijakan diskresi ekonomi dan kepastian hukum yang dijamin oleh 
regulasi administrasi, terutama UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yang mengatur batas dan persyaratan penggunaan diskresi, serta 
prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang menjadi rujukan penting 
dalam menilai apakah kebijakan ekonomi tersebut masih berada dalam ruang 
kepatuhan hukum atau mulai menyimpang ke ranah penyalahgunaan wewenang. 

Oleh karena itu, kajian terhadap diskresi kebijakan ekonomi dalam perspektif 
hukum administrasi negara menjadi sangat mendesak, mengingat peningkatan 
korelasi antara ruang kebijakan fleksibel dengan ancaman korupsi dan praktik 
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pidana yang dapat melemahkan tata kelola pemerintahan. Data KPK 2024–2025 
menunjukkan kenaikan proporsi perkara korupsi yang berkaitan langsung dengan 
kebijakan fiskal dan ekonomi, dengan sumbangan kerugian keuangan negara 
mencapai beberapa triliun rupiah, yang menegaskan bahwa zona abu–abu diskresi 
sering kali dipakai sebagai alasan normatif untuk menghindari pertanggungjawaban 
hukum (Arifin dkk., 2025). Putusan terkini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung terkait diskresi fiskal maupun kewenangan kebijakan subsidi menunjukkan 
kecenderungan untuk memperkuat pembatasan diskresi sekaligus mewajibkan 
transparansi dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan, namun belum secara 
sistematis memetakan kapan diskresi sah harus dipisahkan secara tegas dari 
tindakan pidana ekonomi dan korupsi (Fathni dkk., 2023). Tanpa batas normatif 
yang jelas, diskresi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menanggulangi krisis 
dapat berubah menjadi celah hukum yang mengganggu prinsip good governance, 
keadilan keuangan publik, dan stabilitas iklim ekonomi, khususnya di tengah 
desakan global untuk reformasi kelembagaan pemerintahan dan pengendalian 
korupsi yang lebih ketat. 

Dengan demikian, pendekatan teoritis hukum administrasi negara (HAN) 
menjadi landasan penting untuk memahami keterkaitan diskresi, AUPB, dan 
tanggung jawab hukum, baik administratif maupun pidana. Dalam tradisi F. A. O. 
Friedrich, diskresi dipahami sebagai ruang kehati-hatian (ermessen) yang dibatasi 
oleh rasa keadilan, sementara Kenneth Culp Davis lebih menekankan pada 
kebutuhan kontrol legislatif dan yudisial agar diskresi tidak berubah menjadi 
otoritas sewenang-wenang, konsep yang relevan di Indonesia di mana pengaturan 
diskresi dibakukan dalam UU No. 30 Tahun 2014, yang menegaskan perlunya 
prinsip legalitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas sebagai pengendali kebijakan 
pejabat administrasi. Secara normatif, Pasal 22–24 UU tersebut mewajibkan setiap 
penggunaan diskresi dilakukan dalam tujuan kepentingan umum, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, dan sesuai AUPB, sehingga setiap keputusan 
kebijakan terutama di bidang ekonomi harus dipertanggungjawabkan di hadapan 
rujukan hukum yang jelas dan tidak boleh berdiri tanpa dasar normatif. Evolusi 
regulasi diskresi di Indonesia dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hingga 
berbagai peraturan terkait diskresi fiskal 2020–2024 menunjukkan semakin luasnya 
wilayah kebijakan yang diizinkan, namun sekaligus menegaskan kebutuhan 
pengawasan eksternal melalui PTUN dan lembaga pemeriksa keuangan, agar 
diskresi benar-benar menjadi alat pengendali krisis, bukan sarana pembenaran atas 
kerugian keuangan negara. 

Namun, dalam praksis empirik, masih banyak ditemui kebijakan ekonomi 
yang berjalan di titik batas normatif, bahkan cenderung ke arah penyalahgunaan, 
yang mengganggu kepercayaan publik dan iklim investasi. Tiga kasus konkret yang 
dapat dijadikan fokus kajian adalah pemberian insentif tax holiday kepada 
perusahaan tertentu, penyaluran BLT dan subsidi bahan bakar yang kerap 
mengalami alokasi salah sasaran, serta pengeluaran obligasi daerah yang tidak 
sepenuhnya tertata dalam kerangka kewajaran fiskal, yang semuanya diwarnai 
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temuan BPK dan KPK mengenai potensi kerugian keuangan negara yang signifikan. 
Data BPK 2025 menunjukkan total kerugian dan potensi kerugian keuangan negara 
dari berbagai kebijakan ekonomi yang bermasalah menembus angka sekitar Rp300 
triliun, sementara KPK 2024–2025 menegaskan bahwa sekitar 15 persen dari seluruh 
perkara yang ditangani merupakan kasus korupsi yang berawal dari kebijakan 
ekonomi dan keuangan, yang mengindikasikan kebutuhan mendesak atas reformasi 
pengawasan administratif internal dan eksternal (Ikhsan & Sulastri, 2025b). Dampak 
sistemiknya terasa pada ketidakpastian aturan main bagi pelaku usaha, 
ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan fiskal, dan tertundanya reformasi 
anggaran publik, sehingga kebutuhan akan kajian yang merinci bagaimana diskresi 
kebijakan ekonomi dipersempit secara normatif namun tetap fleksibel secara 
operasional menjadi sangat urgen. 

Dari sisi kajian hukum, sudah ada sejumlah penelitian yang membahas 
diskresi dalam konteks hukum administrasi negara, namun masing-masing masih 
meninggalkan kekosongan teoritis dan normatif yang relevan dengan tema diskresi 
kebijakan ekonomi dan batas pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, 
Asshiddiqie (2019) mengkaji diskresi dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda) dan 
kewenangan pejabat daerah, namun penekanan utamanya lebih kepada aspek 
kelembagaan otonomi daerah dan belum mengintegrasikan secara sistematis 
bagaimana diskresi fiskal dalam Perda berdampak langsung pada kerugian ekonomi 
dan pertanggungjawaban pidana, sehingga ruang kajian mengenai konversi diskresi 
berbasis Perda ke ranah pidana korupsi masih terbuka. Di sisi lain, Putri (2022) 
menyoroti perlunya reformasi hukum administrasi negara agar lebih responsif 
terhadap tuntutan tata kelola publik, tetapi kajian tersebut masih menempatkan 
pengawasan ekonomi sebagai bagian samping, bukan objek fokus utama, sehingga 
belum mengurai secara spesifik pola pengawasan kebijakan ekonomi yang berbasis 
HAN, PTUN, dan lembaga pengawas keuangan. Selain itu, Nugroho (2024) yang 
mengkaji diskresi fiskal dalam kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat–Daerah 
(UU KBN) sudah cukup kuat dalam memetakan ruang hukum dan mekanisme 
fiskal, namun belum mengintegrasikan secara komprehensif tiga aspek inti HAN 
(legalitas, proporsionalitas, dan subsidiaritas) ke dalam kerangka 
pertanggungjawaban pidana, sehingga kebutuhan akan penelitian yang 
menghubungkan ruang lingkup diskresi, batasan hukum, dan kemungkinan 
pidananya masih belum terpenuhi. 

Berdasarkan kerangka kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
memperkuat pemahaman normatif dan empiris mengenai batas antara diskresi 
kebijakan ekonomi yang dibenarkan dan penyalahgunaan kekuasaan yang 
berpotensi pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis 
bagi pengembangan hukum administrasi negara kontemporer. Secara spesifik, 
penelitian ini bertujuan pertama, menganalisis ruang lingkup diskresi dalam 
kebijakan ekonomi, khususnya dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, dengan menelusuri bagaimana ketentuan diskresi dan 
AUPB diaplikasikan dalam regulasi fiskal dan kebijakan ekonomi pasca-pandemi 
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2020–2025. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi batasan hukum asas 
umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam konteks penggunaan diskresi di 
bidang ekonomi, dengan menelaah putusan PTUN, rekomendasi BPK, serta 
kebijakan fiskal yang terkait subsidi, insentif pajak, dan obligasi daerah, sehingga 
dapat dirumuskan parameter normatif yang jelas antara diskresi sah dan kebijakan 
yang melampaui batas kepatuhan. Ketiga, penelitian ini bertujuan memetakan 
pertanggungjawaban pidana pejabat dalam kerangka KUHP dan hukum pidana 
terbarukan pasca-reformasi, khususnya dalam hal kerugian keuangan negara akibat 
kebijakan ekonomi, sehingga dapat diusulkan kerangka pengecualian dan batasan 
pertanggungjawaban yang membedakan antara keputusan kebijakan yang berisiko 
namun sah dengan yang sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi. 

Dengan demikian, kajian yang ditawarkan dalam pendahuluan ini tidak 
hanya berfungsi sebagai analisis deskriptif-normatif atas diskresi pemerintah dalam 
kebijakan ekonomi, melainkan sekaligus menawarkan kerangka teoritis dan 
kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan regulasi, kelembagaan 
pengawasan, serta praktik penegakan hukum pidana terkait kebijakan ekonomi. 
Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum 
administrasi negara dengan mengintegrasikan aspek kebijakan fiskal dan 
pertanggungjawaban pidana, yang selama ini masih berjalan di garis keilmuan yang 
terpisah. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar 
rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga legislatif, KPK, dan PTUN untuk 
merumuskan batas normatif yang lebih jelas antara diskresi ekonomi dan 
penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat 
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi 
pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat 
deskriptif-analitis dan preskriptif, karena fokus utama kajian adalah pengujian 
legitimasi yuridis ruang lingkup diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi, 
batasan hukum AUPB, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat atas 
penyalahgunaan diskresi berdasarkan hukum positif yang berlaku (Askin & 
Masidin, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dengan menelaah secara sistematis UU No. 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, ketentuan KUHP dan UU Tipikor yang relevan, serta peraturan turunan di 
bidang fiskal, anggaran, dan diskresi moneter; (2) pendekatan konseptual 
(conceptual approach) untuk membedah konsep diskresi, AUPB, legalitas, 
proporsionalitas, dan penyalahgunaan wewenang dalam kerangka teori HAN dan 
hukum pidana; serta (3) pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji 
putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi 
yang berkaitan dengan diskresi ekonomi dan penyalahgunaan kewenangan. 
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Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-
undangan nasional dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal 
terindeks SINTA, laporan resmi lembaga negara (BPK, KPK, BKPM), dan pendapat 
pakar yang relevan dengan isu diskresi dan pertanggungjawaban pejabat. Bahan 
hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terarah, kemudian diseleksi 
berdasarkan relevansi dengan tiga fokus analisis: (1) ruang lingkup diskresi 
ekonomi; (2) batasan normatif AUPB dan mekanisme pengawasan; serta (3) pola 
pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi. Analisis dilakukan 
secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretasi sistematis, dengan cara 
menghubungkan norma, asas, dan putusan untuk mengungkap kontradiksi regulasi 
vs praktik, mengidentifikasi celah hukum dan tumpang tindih yurisdiksi 
administratif–pidana. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Ruang Lingkup Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi 
 Ruang lingkup diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dalam 
penelitian ini dipahami secara operasional merujuk pada pengertian diskresi 
sebagai kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 
berdasarkan pertimbangan profesional dalam situasi pemerintahan yang tidak 
sepenuhnya diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun 
tetap harus selaras dengan prinsip legalitas dan AUPB (Islam & Sulastri, 2026). 
Dalam konstruksi UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 memberikan 
dasar bagi pejabat administrasi, termasuk Menteri Keuangan, untuk menggunakan 
diskresi ketika terjadi kondisi mendesak, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan 
norma yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintahan, antara lain di 
bidang kebijakan fiskal dan insentif investasi (Sulastri & Nurhayani, 2026). Contoh 
konkret muncul pada praktik pemberian fasilitas tax holiday yang diatur melalui 
PMK 130/2020, di mana Menteri Keuangan diberi keleluasaan menilai kelayakan 
investor strategis dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. 
Namun keleluasaan ini menimbulkan kritik karena rumusan normatif definisi dan 
syarat diskresi yang relatif longgar membuka grey area antara kebijakan sah 
dengan peluang penyalahgunaan wewenang, terutama saat parameter urgensi dan 
kepentingan umum tidak dirumuskan secara verifikabel dan terukur. 
 Dalam konteks kebijakan fiskal, ruang lingkup diskresi pemerintah tampak 
sangat nyata pada beberapa instrumen utama seperti tax holiday, subsidi energi, 
dan bantuan langsung tunai yang seluruhnya berimplikasi langsung terhadap 
struktur APBN dan keadilan distribusi beban fiskal. PMK 130/2020 memberikan 
kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan wajib pajak yang 
berhak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan 
badan melalui penilaian kelayakan investasi strategis, sehingga otoritas fiskal dapat 
secara selektif mengarahkan arus modal ke sektor prioritas (Fikriya dkk., 2024). Di 
tingkat daerah, Pergub DKI Jakarta 71/2022 mengatur alokasi subsidi BBM dan 
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transportasi yang memberi ruang diskresi kepada gubernur untuk mengatur skema 
penerima dan besaran manfaat, sementara BLT BBM yang berlandaskan Perpres 
191/2022 menempatkan Menteri Sosial sebagai aktor kunci dalam menentukan 
kriteria dan mekanisme sasaran rumah tangga penerima manfaat (Sulastri & 
Sanmas, 2025). Data BPK 2023–2025 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan 
subsidi dan kompensasi energi yang dikelola secara longgar menimbulkan potensi 
kerugian dan penyimpangan keuangan negara yang secara agregat dapat 
mendekati puluhan triliun rupiah, terutama dari ketidaktepatan sasaran dan 
lemahnya verifikasi basis data penerima. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa 
diskresi fiskal sering bergerak melampaui fungsi korektif terhadap kekosongan 
hukum dan bertransformasi menjadi substitusi terselubung atas legislasi formal, 
sehingga fungsi penganggaran DPR dan prinsip legalitas fiskal berpotensi 
tereduksi. 
 Pada sisi kebijakan moneter, ruang diskresi pemerintah terutama 
dimanifestasikan melalui kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 
diberi independensi untuk menjaga stabilitas moneter, namun tetap berada dalam 
orbit sistem hukum publik dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional. PBI 
23/6/PBI/2021 tentang restrukturisasi kredit pada masa pandemi memberi 
kewenangan luas bagi Bank Indonesia untuk mendorong perbankan melakukan 
relaksasi kualitas aset dan perpanjangan tenor kredit, termasuk melalui 
penyesuaian ketentuan penilaian kolektibilitas bagi sektor UMKM yang 
terdampak, sehingga sekitar ratusan triliun rupiah portofolio kredit dapat 
direstrukturisasi untuk menahan lonjakan NPL dan potensi kebangkrutan massal 
debitur produktif (Zulfaidah & Sulastri, 2026). Diskresi serupa tampak pada 
penentuan rentang suku bunga acuan dan instrumen moneter lain melalui 
keputusan Gubernur BI dan Dewan Gubernur, yang dalam beberapa periode 
menetapkan rentang bunga kebijakan pada kisaran menengah untuk 
menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dengan dorongan pertumbuhan kredit. 
Namun dari perspektif HAM dan prinsip akuntabilitas publik, muncul kritik 
terhadap ketegangan antara independensi BI yang dijamin undang-undang dengan 
kewajiban koordinasi fiskal dan ekonomi makro bersama pemerintah, karena 
pengambilan keputusan berbasis diskresi moneter yang minim transparansi dapat 
menciptakan konflik kepentingan implisit, terutama jika kebijakan suku bunga dan 
likuiditas tidak selaras dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan program 
pemulihan ekonomi nasional. 
 Ruang lingkup diskresi juga sangat luas dalam pengelolaan APBN, terutama 
berkaitan dengan realokasi, refocusing, dan pelaksanaan anggaran dalam situasi 
darurat atau perubahan asumsi makroekonomi. Pasal 55 UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara memberikan dasar bagi pemerintah, khususnya Menteri 
Keuangan, untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam hal terjadi 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi atau keadaan darurat, 
sepanjang tetap diberitahukan kepada DPR dan mematuhi prinsip akuntabilitas 
serta efisiensi belanja (Kholik & Sulastri, 2025). Perpres 72/2020 tentang perubahan 
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postur APBN 2020 menegaskan kewenangan Menteri Keuangan melakukan 
refocusing dan realokasi anggaran hingga ratusan triliun rupiah untuk penanganan 
Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang secara praktis 
menempatkan diskresi teknokratis di atas proses legislasi tahunan biasa demi 
merespons krisis kesehatan dan ekonomi. Di tahun-tahun berikutnya, pola serupa 
berlanjut melalui diskresi pengelolaan belanja badan layanan umum dan 
kementerian teknis, misalnya kebijakan belanja BLU Kementerian PUPR untuk 
proyek infrastruktur yang nilainya dapat mencapai puluhan triliun rupiah dalam 
satu tahun anggaran, dengan tingkat fleksibilitas tinggi dalam pengaturan prioritas 
dan mekanisme pembiayaan (Sulastri dkk., 2025). BPK dalam berbagai LHP 
semesteran menyoroti bahwa mayoritas kebijakan refocusing dan penggunaan 
diskresi anggaran dilakukan tanpa dokumentasi analisis risiko yang memadai dan 
minim transparansi kepada publik, sehingga proporsi signifikan dari keputusan 
realokasi anggaran sulit diaudit dari perspektif legalitas, proporsionalitas, dan 
akuntabilitas. 
 Dalam tataran empiris, perbedaan antara ruang diskresi yang dibenarkan 
secara hukum dan praktik di lapangan dapat dipetakan melalui sejumlah kebijakan 
kunci yang menonjol dalam kebijakan fiskal dan belanja negara (Sulastri, 2018). 
Dalam skema tax holiday yang diatur PMK 130/2020, secara normatif ruang 
diskresi legal mengharuskan pemenuhan kriteria investasi jangka panjang dengan 
nilai investasi dan serapan tenaga kerja yang tinggi, namun dalam praktik terdapat 
kecenderungan persetujuan fasilitas untuk proyek bernilai lebih kecil dan profil 
risiko yang tidak sejajar dengan tujuan strategis, sehingga standar proporsionalitas 
dan efisiensi fiskal dipertanyakan. Subsidi BBM yang mengacu pada Perpres 
191/2022 secara normatif ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan 
rentan, namun distribusinya di banyak daerah justru dinikmati oleh pelaku usaha 
kecil menengah dan sektor transportasi komersial tanpa mekanisme verifikasi 
ketat, menimbulkan masalah salah sasaran dan melemahkan asas keadilan sosial. 
Sementara itu, kebijakan belanja BLU di sektor pekerjaan umum dan perumahan 
rakyat yang semestinya diarahkan pada proyek strategis nasional sering 
diasosiasikan dengan proyek yang memiliki nilai politis tinggi menjelang agenda 
elektoral, sehingga ruang diskresi bergeser menjadi instrumen pembiayaan politik 
terselubung yang sulit dijangkau mekanisme pengujian PTUN maupun audit 
reguler. 
 Berbagai putusan pengadilan dan temuan lembaga pengawas semakin 
memperjelas bahwa penggunaan diskresi dalam kebijakan ekonomi sering kali 
melampaui batas yang dapat ditoleransi dalam kerangka HAN, sehingga 
berimplikasi pada pembatalan keputusan dan pembebanan tanggung jawab 
hukum kepada pejabat (Syahidin & Sulastri, 2025). Putusan PTUN Jakarta yang 
membatalkan keputusan pejabat terkait izin usaha pertambangan karena dinilai 
melampaui kewenangan diskresi dan mengabaikan prosedur partisipasi publik 
menggambarkan bagaimana hakim administrasi memadukan asas legalitas, 
kehati-hatian, dan perlindungan lingkungan dalam menguji keputusan ekonomi 
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yang berdampak luas. Demikian pula, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi 
yang menguji norma pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kecenderungan 
membatasi ruang diskresi kepala daerah dalam alokasi APBD yang terlalu politis 
dan tidak berorientasi pada pelayanan publik, terutama ketika pelaksanaan 
anggaran mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas fiskal. Data KPK 
memperlihatkan bahwa dalam periode 2024–2025 terdapat lebih dari dua puluh 
pejabat yang tersangkut perkara tipikor terkait kebijakan ekonomi, mulai dari 
pemberian fasilitas perpajakan, pengelolaan APBD, hingga pengadaan barang dan 
jasa, yang menunjukkan bahwa sekitar seperenam perkara korupsi kebijakan 
bermula dari penggunaan diskresi yang keluar dari koridor AUPB (Afifah dkk., 
2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa batas faktual penggunaan diskresi 
sering kali ditentukan bukan oleh norma tertulis, melainkan oleh sejauh mana 
pejabat bersedia tunduk pada mekanisme pengawasan administratif dan yudisial. 
 Implikasi sistemik dari konfigurasi ruang diskresi yang longgar dalam 
kebijakan ekonomi tercermin dalam meningkatnya ketidakpastian hukum, yang 
pada akhirnya berpengaruh terhadap iklim investasi dan kepercayaan pelaku 
usaha terhadap konsistensi kebijakan pemerintah (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2026). 
Laporan berbagai lembaga dan media ekonomi menunjukkan bahwa meskipun 
nilai FDI Indonesia secara nominal masih meningkat tipis pada 2025 hingga sekitar 
Rp900,9 triliun, investor masih menilai risiko regulasi dan volatilitas kebijakan 
fiskal-moneter sebagai faktor penting yang dapat menahan realokasi investasi 
jangka panjang, terutama di sektor yang sangat bergantung pada insentif 
pemerintah. Untuk itu, beberapa rekomendasi normatif dan kelembagaan dapat 
diajukan. Pertama, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 22 UU No. 30 
Tahun 2014 untuk memasukkan kriteria diskresi yang lebih numerik dan terukur, 
misalnya batas nilai anggaran, kerugian yang dapat ditoleransi, dan indikator 
manfaat ekonomi yang harus dipenuhi sebelum diskresi dijalankan, sehingga asas 
proporsionalitas dan subsidiaritas lebih operasional. Kedua, pengembangan 
dashboard digital pengawasan diskresi secara real-time yang terintegrasi antara 
Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah akan 
memungkinkan pemantauan penggunaan diskresi berbasis data dan membuka 
ruang partisipasi publik dalam mengkritisi kebijakan berisiko tinggi. Ketiga, 
program pelatihan wajib mengenai AUPB, legalitas, dan tanggung jawab diskresi 
bagi pejabat eselon I dan II perlu dijadikan prasyarat pengangkatan jabatan, 
sehingga penggunaan diskresi dalam kebijakan ekonomi tidak lagi dipandang 
sebagai hak prerogatif tanpa batas, tetapi sebagai mandat yang melekat dengan 
risiko pertanggungjawaban administrasi dan pidana jika menyimpang dari koridor 
hukum, demi mewujudkan stabilitas ekonomi yang konsisten dengan prinsip good 
governance. 
 
 
Batasan Hukum Penggunaan Diskresi Ekonomi 
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 Batasan hukum penggunaan diskresi ekonomi dalam perspektif UU No. 30 
Tahun 2014 pada dasarnya dibingkai oleh delapan asas AUPB dalam Pasal 10, yakni 
asas kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, transparansi, 
akuntabilitas, kepentingan umum, kewajiban berkonsultasi, dan keterbukaan 
informasi, yang seluruhnya berfungsi sebagai parameter evaluasi legalitas diskresi 
pejabat administrasi (Kholik, Syifa, dkk., 2026). Pasal 22 menegaskan bahwa 
diskresi hanya dapat digunakan dalam situasi kompleks atau mendesak ketika 
peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, 
sehingga stagnasi pemerintahan dapat dihindari tanpa mengabaikan prinsip 
legalitas dan perlindungan hak warga negara (Zulfaidah, Kholik, & Maulana, 2026). 
Dalam praktik, misalnya dalam restrukturisasi pajak masa pandemi melalui 
berbagai PMK tahun 2020–2021, Menteri Keuangan menggunakan diskresi untuk 
menunda atau mengurangi kewajiban pajak demi menjaga daya tahan dunia usaha. 
Namun data pengawasan menunjukkan implementasi AUPB sangat lemah; 
berbagai penelitian dan laporan pengawasan internal mengindikasikan proporsi 
signifikan tindakan administratif menyimpang dari standar akuntabilitas dan 
transparansi, sehingga AUPB cenderung berhenti sebagai norma deklaratif tanpa 
daya paksa efektif terhadap pejabat yang menggunakan diskresi di bidang 
ekonomi. 
 Asas kepastian hukum dan proporsionalitas seharusnya menjadi benteng 
utama pembatas penggunaan diskresi ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip 
negara hukum, karena Pasal 25 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 secara tegas 
melarang diskresi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sementara proporsionalitas menuntut agar kebijakan yang 
diambil seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dan beban atau risiko yang 
ditimbulkan bagi masyarakat serta keuangan negara (Romadhoni dkk., 2025). 
Dalam praktik kebijakan fiskal, misalnya program pengampunan pajak (tax 
amnesty) dan pengaturan lanjutan melalui berbagai PMK, pemerintah 
menggunakan diskresi untuk memberikan keringanan sanksi dan kesempatan 
deklarasi ulang harta dengan argumentasi mendorong repatriasi dana dan 
memperluas basis pajak, yang menurut data otoritas pajak menghasilkan potensi 
penerimaan ribuan triliun rupiah dalam bentuk deklarasi harta dan peningkatan 
kepatuhan formal. Namun dari sudut pandang proporsionalitas, banyak kritik 
menyebut kebijakan tersebut mengorbankan rasa keadilan wajib pajak patuh dan 
kepercayaan publik terhadap konsistensi sanksi, karena kesenjangan perlakuan 
antara pelaku penghindaran pajak dan pembayar pajak reguler tidak diimbangi 
mekanisme koreksi struktural yang memadai. Akibatnya, makna “keseimbangan” 
dalam proporsionalitas menjadi sangat subjektif dan rentan dimanipulasi untuk 
membenarkan diskresi yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara risiko 
fiskal dan sosial tidak dihitung secara transparan. 
 Asas kewajiban berkonsultasi menegaskan bahwa diskresi ekonomi bukan 
domain keputusan individual yang tertutup, melainkan harus berada dalam 
koridor pengawasan hierarkis dan koordinasi kelembagaan agar sejalan dengan 
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AUPB serta mengurangi konflik kepentingan. Pasal 27 UU No. 30 Tahun 2014 
mengatur bahwa setiap pejabat yang menggunakan diskresi, terutama yang 
berpotensi mengubah alokasi anggaran atau menimbulkan beban keuangan negara, 
wajib melaporkan dan berkonsultasi kepada atasan langsung dalam jangka waktu 
tertentu, dan ketidakpatuhan dapat berakibat sanksi administratif sebagaimana 
diatur lebih lanjut dalam pengaturan disiplin ASN. Secara teoritis, mekanisme 
konsultasi ini dimaksudkan sebagai filter ex ante terhadap potensi penyalahgunaan 
wewenang, karena analisis kebijakan yang menyangkut legalitas, proporsionalitas, 
dan dampak ekonomi seharusnya diuji melalui multi-level review, bukan hanya 
penilaian tunggal pejabat. Namun temuan survei dan laporan kelembagaan 
menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban konsultasi masih rendah; 
banyak kepala daerah dan pejabat tinggi mengambil keputusan diskresioner dalam 
pengelolaan APBD tanpa konsultasi memadai, sehingga sengketa kemudian 
muncul di PTUN dan lembaga keuangan publik ketika kebijakan tersebut terbukti 
menimbulkan kerugian atau diskriminasi, yang mengindikasikan bahwa kerangka 
konsultasi normatif belum didukung desain prosedural yang realistis bagi 
kompleksitas kebijakan ekonomi. 
 

Pasal Larangan Mutlak Contoh Pelanggaran 

25(1) Bertentangan UU/asas 
umum  

Diskresi tambang tanpa AMDAL yang 
diwajibkan undang undang lingkungan  

25(2) Kepentingan pribadi, 
kelompok, atau golongan  

Nepotisme penunjukan kontraktor proyek 
infrastruktur berbiaya besar   

26(1) Bersifat diskriminatif 
terhadap warga atau 
pelaku usaha  

Subsidi atau insentif hanya dialokasikan 
untuk satu asosiasi usaha tertentu  

26(2) Tidak didasarkan situasi 
mendesak atau stagnasi 
pemerintahan  

Perubahan struktur APBD semata untuk 
proyek elektabilitas jelang pemilu 

 

 Konstruksi larangan mutlak ini dimaksudkan agar diskresi tidak menjadi 
alat untuk mengingkari legalitas, merusak keadilan distributif, atau 
menyelundupkan kepentingan politik ke dalam kebijakan ekonomi; namun dalam 
praktik, penafsiran atas kategori “kepentingan pribadi” dan “situasi mendesak” 
sering kali elastis dan digunakan secara oportunistik untuk membenarkan 
kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan secara rasional (Sulastri & Radiyana, 
2019). 
 Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi ekonomi secara 
normatif dibagi menjadi jalur administratif, yudisial, dan keuangan, yang secara 
teoritis dirancang saling melengkapi namun dalam praktik justru sering 
menunjukkan fragmentasi dan keterlambatan respons. Jalur administratif diatur 
melalui prosedur keberatan dan banding sebagaimana dikembangkan dalam UU 
No. 30 Tahun 2014 dan peraturan sektoral, yang memungkinkan warga atau pelaku 
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usaha meminta peninjauan internal terhadap keputusan diskresioner sebelum 
menggugat ke PTUN. Di sisi lain, BPK dan BPKP menjalankan audit kinerja dan 
kepatuhan untuk menilai apakah kebijakan diskresi yang memengaruhi keuangan 
negara selaras dengan prinsip legalitas, efektivitas, dan efisiensi, dengan berbagai 
laporan menunjukkan ratusan temuan diskresi anggaran yang bermasalah setiap 
tahun, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga pengeluaran tanpa dasar hukum 
memadai. Digitalisasi melalui sistem informasi pemerintahan dan keuangan daerah 
sebenarnya membuka peluang pengawasan real-time terhadap pola belanja dan 
alokasi subsidi, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat pengendali 
diskresi karena integrasi antar-lembaga lemah dan akses publik terbatas. PTUN 
sebagai forum yudisial terakhir untuk menguji diskresi menghadapi beban perkara 
yang tinggi, sehingga rata-rata waktu penyelesaian sengketa kebijakan ekonomi 
cukup panjang, menyebabkan banyak kebijakan yang sudah menimbulkan dampak 
luas baru dinyatakan cacat hukum setelah kerugian sosial dan fiskal terlanjur 
terjadi (Fikriya dkk., 2024). 
 Konsekuensi hukum pelanggaran batas diskresi ekonomi dibangun secara 
berlapis mulai dari pembatalan keputusan administratif, sanksi disiplin terhadap 
pejabat, hingga pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan 
wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian. 
Pasal-pasal mengenai akibat hukum dalam UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan 
bahwa diskresi yang melanggar tujuan kewenangan, tidak memenuhi prosedur, 
atau bertentangan dengan AUPB dapat dinyatakan tidak sah atau batal, yang 
implikasinya antara lain kewajiban pemulihan keadaan dan kemungkinan ganti 
rugi bagi pihak yang dirugikan (Zulfaidah & Kholik, 2026). Secara administratif, PP 
disiplin ASN memberikan rentang sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian 
bagi pejabat yang menggunakan diskresi di luar koridor hukum, khususnya bila 
tindakan tersebut mengabaikan kewajiban konsultasi, transparansi, dan 
akuntabilitas. Dalam ranah pidana, riset dan laporan KPK menunjukkan bahwa 
bagian signifikan perkara korupsi kebijakan berawal dari penggunaan diskresi 
yang sengaja menyalahi tujuan dan prosedur untuk menguntungkan pihak 
tertentu, misalnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pemberian fasilitas 
perpajakan, atau penetapan pemenang proyek strategis, namun implementasi 
sanksi terhadap pejabat tinggi sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerugian 
yang ditimbulkan. 
 Secara empiris, pelemahan batas hukum diskresi ekonomi berdampak 
langsung pada iklim investasi dan persepsi kepastian regulasi di mata pelaku usaha 
domestik maupun asing, sehingga hubungan antara kualitas tata kelola diskresi 
dan arus FDI tidak dapat diabaikan (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2026). Data 
penanaman modal asing menunjukkan penurunan realisasi pada beberapa 
triwulan 2025, dengan kontraksi sekitar 7–9 persen year-on-year, yang dikaitkan 
analis dengan ketidakpastian kebijakan, perubahan mendadak skema insentif, dan 
risiko intervensi administratif yang sulit diprediksi. Dalam banyak kasus, investor 
menghadapi situasi di mana izin dan fasilitas yang sudah diperoleh dapat direvisi 
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melalui diskresi baru pejabat tanpa parameter yang jelas, sementara upaya 
keberatan atau gugatan membutuhkan waktu panjang dan biaya tinggi, sehingga 
secara praktis batas hukum diskresi tampak kabur (Sulastri & Nuraeni, 2019). 
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif AUPB dan kerangka 
UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan batas dan larangan tegas, absennya 
standar operasional yang rinci dan mekanisme sanksi yang konsisten menyebabkan 
ruang diskresi tetap menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dan risiko 
regulasi yang memperlemah daya saing ekonomi nasional. 
 Dalam perspektif reformasi hukum administrasi negara, penguatan batasan 
hukum penggunaan diskresi ekonomi menuntut kombinasi pembenahan normatif, 
prosedural, dan kelembagaan agar AUPB tidak lagi berhenti pada level deklaratif. 
Pertama, amandemen terhadap ketentuan konsultasi dan pelaporan diskresi perlu 
diarahkan pada mekanisme yang realistis bagi kebijakan ekonomi kompleks, 
misalnya dengan menetapkan kewajiban penyusunan naskah akademik singkat 
dan analisis risiko fiskal yang terdokumentasi sebelum diskresi bernilai besar 
dijalankan, serta pemberian waktu konsultasi yang memadai tetapi tetap terikat 
tenggat. Kedua, pengembangan dashboard AUPB digital yang terintegrasi antara 
Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, dan PTUN akan memungkinkan pemantauan 
lintas sektor terhadap keputusan diskresioner, dengan rekam jejak dapat diakses 
lembaga pengawas dan, pada batas tertentu, publik, sehingga tekanan transparansi 
dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (Makruf dkk., 2025). Ketiga, opsi 
pembentukan undang-undang khusus mengenai diskresi di bidang ekonomi yang 
mengatur secara lebih rinci parameter legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, 
termasuk standar beban pembuktian bila terjadi perselisihan di PTUN atau perkara 
tipikor, layak dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan 
pengaturan umum dalam UU No. 30 Tahun 2014, sehingga stabilitas ekonomi dapat 
berjalan seiring dengan konsistensi prinsip negara hukum. 
 
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Penyalahgunaan Diskresi 
 Pertanggungjawaban pidana pejabat atas penyalahgunaan diskresi dalam 
kebijakan ekonomi dalam penelitian ini didasarkan pada klasifikasi yuridis 
terhadap tiga bentuk utama penyimpangan kewenangan, yaitu exceeding 
authority, abuse of authority, dan gross negligence, yang masing-masing memiliki 
implikasi berbeda terhadap rezim sanksi administratif maupun pidana (Kholik, 
2026). Exceeding authority merujuk pada tindakan pejabat yang melampaui batas 
kewenangan atau bertindak tanpa kompetensi, sebagaimana dilarang Pasal 25 UU 
No. 30 Tahun 2014, misalnya ketika pejabat fiskal menetapkan fasilitas keuangan di 
luar mandat normatif atau tanpa dasar peraturan yang jelas (Kholik & Zulfaidah, 
2025). Abuse of authority mengacu pada penggunaan diskresi untuk kepentingan 
pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, khususnya ketika kebijakan fiskal dan 
anggaran dimanipulasi untuk menguntungkan jejaring politik atau bisnis tertentu, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 30 Tahun 2014 dan menjadi pintu 
masuk pertanggungjawaban pidana korupsi. Adapun gross negligence 
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menggambarkan kelalaian berat pejabat dalam menggunakan diskresi, misalnya 
mengabaikan kewajiban konsultasi, analisis risiko, dan standar kehati-hatian 
sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dalam praktik sering kali 
sulit dibedakan dari sekadar kesalahan kebijakan biasa dan memunculkan 
perdebatan tajam antara argumen kriminalisasi kebijakan dan tuntutan 
akuntabilitas pidana. 
 Dalam kerangka hukum pidana umum, dasar pertanggungjawaban pidana 
atas penyalahgunaan diskresi pejabat publik terutama bersandar pada ketentuan 
KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, yang meskipun berakar 
pada warisan kolonial, masih menjadi rujukan utama hingga saat ini. Pasal 421 
KUHP mengatur bahwa pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan 
memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat dipidana 
penjara, sedangkan Pasal 422 KUHP memidana pemerasan yang dilakukan dengan 
penyalahgunaan wewenang jabatan, yang dalam konteks kebijakan ekonomi dapat 
tercermin pada praktik pemerasan izin usaha, penetapan pungutan tidak sah, atau 
kewajiban setoran tertentu sebagai syarat memperoleh fasilitas fiscal (Zulfaidah, 
Kholik, & Rajak, 2026). Data dan analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa 
sebagian besar perkara yang menggunakan Pasal 421 berkaitan dengan kebijakan 
pelayanan publik dan perizinan ekonomi, di mana pejabat memanfaatkan posisi 
dominan untuk memaksa pelaku usaha menyerahkan imbalan atau menerima 
ketentuan yang merugikan. Namun ironisnya, ketentuan KUHP tersebut tidak 
secara spesifik mengatur konteks diskresi administratif modern yang kompleks dan 
relatif terselubung, sehingga pembuktian unsur “menyalahgunakan kekuasaan” 
sering bergantung pada interpretasi hakim terhadap batas kewenangan 
administrasi dan ukuran penyalahgunaan, yang belum memiliki standar baku di 
tingkat legislatif. 
 Dalam ranah hukum pidana khusus, terutama UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, penyalahgunaan diskresi ekonomi pejabat publik pada umumnya 
dikualifikasikan melalui Pasal 3 dan beberapa ketentuan terkait pengelolaan 
keuangan negara. Pasal 3 UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara berat, sehingga diskresi 
yang menyimpang dapat masuk dalam konstruksi ini apabila terbukti terdapat niat 
jahat dan kerugian negara (Sulastri & Radiyana, 2019). Banyak kasus pejabat tinggi, 
termasuk menteri dan kepala daerah, yang dipidana berdasarkan Pasal 3 ketika 
penggunaan diskresi fiskal, subsidi, atau pengelolaan BLU terbukti diarahkan 
untuk memperkaya diri dan jejaring politik, misalnya melalui mark-up proyek, 
penunjukan langsung kontraktor terafiliasi, atau pengalihan dana ke rekening di 
luar mekanisme APBN/APBD (Ikhsan & Sulastri, 2025a). Namun paradoksalnya, 
unsur “melawan hukum” dalam perkara berbasis diskresi sering kali menjadi titik 
lemah, karena pembelaan akan mengklaim bahwa seluruh tindakan telah memiliki 
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dasar peraturan dan berada dalam ruang kebijakan, sehingga perbedaan antara 
kebijakan salah (policy error) dengan korupsi diskresioner menjadi sangat kabur 
dan membuka ruang disparitas putusan yang lebar. 
 

Jenis 
Pelanggaran 

Yurisdiksi Dasar 
Hukum 

Contoh Kasus 

Administratif PTUN UU 30/2014 
Pasal 60 

Pembatalan keputusan BLT atau 
subsidi karena salah sasaran tanpa 
bukti niat jahat 

Disiplin BKN/Badan 
Pembina 
ASN 

PP 94/2021 
tentang 
Disiplin PNS 

Nepotisme dalam penunjukan 
kontraktor proyek infrastruktur 
yang melanggar kode etik, namun 
kerugian belum terukur 

Pidana Umum Pengadilan 
Negeri 

Pasal 421 
KUHP 

Pemerasan izin usaha dengan 
ancaman pencabutan izin bila 
tidak membayar pungutan 
tertentu 

Tipikor Pengadilan 
Tipikor 

Pasal 3 UU 
Tipikor 

Penetapan kebijakan fiskal yang 
diarahkan memperkaya korporasi 
tertentu hingga merugikan 
keuangan negara 

  
 Konfigurasi yurisdiksi ini secara teoritis dimaksudkan untuk memastikan 
bahwa pelanggaran diskresi ditangani secara proporsional, dimulai dari koreksi 
administratif hingga sanksi pidana, namun dalam praktik sering menimbulkan 
konflik dan tumpang tindih, karena satu perbuatan yang sama dapat sekaligus 
dinilai sebagai pelanggaran AUPB, pelanggaran disiplin, dan tindak pidana 
korupsi, tanpa ada pedoman hierarki penanganan yang jelas. 
 Pertentangan antara sanksi administratif dan pidana dalam penyalahgunaan 
diskresi ekonomi menjadi salah satu isu paling problematik dalam praktik 
penegakan hukum, terutama ketika lembaga pengawas cenderung menyelesaikan 
perkara melalui jalur disiplin dan “pembinaan”, sementara kerugian negara dan 
dampak ekonomi sebenarnya sudah signifikan. UU No. 30 Tahun 2014 melalui 
ketentuan sanksi administratif dan rujukan pada disiplin ASN membuka ruang 
penjatuhan sanksi bertingkat, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, 
pembebasan jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat, yang secara teori sejalan 
dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana (Kholik dkk., 2025). Data 
kelembagaan menunjukkan bahwa ribuan pejabat dikenai sanksi disiplin setiap 
tahun karena penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, namun 
hanya sebagian kecil yang kemudian diproses pidana, meskipun audit BPK atau 
BPKP mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara. Tragisnya, 
kecenderungan mengedepankan penyelesaian administratif tanpa tindak lanjut 
pidana yang konsisten menimbulkan moral hazard, karena pejabat dapat 
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mempersepsikan bahwa risiko tertinggi dari penyalahgunaan diskresi hanyalah 
mutasi atau penurunan pangkat, bukan kehilangan kebebasan dan aset, sehingga 
fungsi deterent hukum pidana tereduksi secara serius. 
 Kasus-kasus terkini yang menonjol dalam diskursus publik memperlihatkan 
pola berulang bagaimana penyalahgunaan diskresi ekonomi pejabat akhirnya 
bermuara pada pertanggungjawaban pidana setelah melalui rangkaian kontroversi 
administratif dan politik. Berbagai laporan KPK dan Kejaksaan Agung 
menunjukkan bahwa sebagian besar perkara korupsi tingkat tinggi dalam dua 
tahun terakhir berkaitan erat dengan kebijakan fiskal, perizinan sumber daya alam, 
dan pengadaan proyek infrastruktur, di mana diskresi pejabat menjadi pintu masuk 
manipulasi. Dalam beberapa kasus, keputusan diskresioner terlebih dahulu diuji di 
PTUN dan dinyatakan cacat hukum karena melanggar AUPB dan melampaui 
kewenangan, sebelum kemudian menjadi dasar penyidikan tipikor setelah 
ditemukan aliran dana dan keuntungan pribadi yang signifikan, sehingga 
menunjukkan keterkaitan erat antara koreksi administratif dan 
pertanggungjawaban pidana (Zulbaidah dkk., 2023). Namun kontradiktifnya, 
masih banyak kasus di mana putusan PTUN yang membatalkan diskresi tidak 
diikuti oleh proses pidana, meskipun pertimbangan hukum secara eksplisit 
menyebut adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, yang 
mengisyaratkan adanya celah koordinasi dan keberanian politik dalam mendorong 
pejabat tinggi ke meja hijau. 
 Paradoks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan diskresi ekonomi 
juga terlihat dari pola banding dan kasasi yang diajukan pejabat, di mana sebagian 
putusan pidana berat di tingkat pertama dikurangi secara signifikan atau bahkan 
dibatalkan di tingkat lebih tinggi, dengan argumentasi yang sering kali kembali ke 
perdebatan klasik antara kesalahan kebijakan dan kejahatan korupsi. Banyak 
putusan pengadilan tipikor mencatat bahwa pembelaan terdakwa menekankan 
adanya dasar peraturan dan prosedur formal yang diikuti, sehingga tindakan 
mereka harus dipandang sebagai kebijakan diskresioner yang mungkin salah tetapi 
tidak melawan hukum, terutama ketika proses persetujuan anggaran dan 
pengawasan internal dinilai telah dilakukan (Kusmayanti dkk., 2023). 
Kontradiktifnya, dalam sejumlah perkara lain, pengadilan menafsirkan secara luas 
unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”, sehingga kebijakan 
diskresi dengan dasar peraturan yang sama dapat dinilai sebagai perbuatan pidana 
jika terdapat bukti kuat mengenai adanya keuntungan pribadi dan rekayasa 
prosedur. Disparitas ini memunculkan ketidakpastian yurisprudensi yang 
berimplikasi langsung terhadap keberanian pejabat mengambil keputusan dalam 
situasi krisis, sekaligus memberi ruang spekulatif bagi pelaku yang berniat 
menyalahgunakan diskresi dengan harapan dapat berlindung di balik dalih 
kebijakan publik. 
 Dalam perspektif reformasi sistemik, penguatan pertanggungjawaban 
pidana pejabat atas penyalahgunaan diskresi memerlukan rekonstruksi hubungan 
antara hukum administrasi dan hukum pidana agar tidak saling menegasikan, 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 4 Number 3, 2026 
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  2579 
 

Copyright : Muhammad Dzaky Fikhruhu1, Dewi Sulastri2, Muhammad Ilham Ridho3, Muhamad 
Abdul Kholik4 

tetapi membentuk garis demarkasi yang jelas dan dapat diprediksi. Pertama, 
diperlukan pedoman legislasi atau bahkan undang-undang khusus mengenai 
diskresi pejabat publik yang secara eksplisit mengatur kapan pelanggaran AUPB 
dan batas kewenangan harus berhenti pada sanksi administratif, dan kapan harus 
bereskalasi ke ranah pidana, dengan indikator kerugian keuangan, motif 
keuntungan pribadi, dan tingkat pelanggaran prosedural yang terukur. Kedua, 
penguatan kapasitas forensik digital dan audit investigatif BPK, BPKP, serta Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melacak aliran dana, konflik 
kepentingan, dan pola keputusan diskresioner berbasis data akan memperkecil 
ruang manipulasi, terutama bila dikombinasikan dengan sistem pelaporan publik 
dan perlindungan pelapor, sehingga proses pembuktian unsur “menyalahgunakan 
kewenangan” menjadi lebih objektif. Ketiga, diperlukan penguatan peran PTUN 
sebagai penguji awal legalitas diskresi dengan konsekuensi langsung terhadap 
proses pidana, misalnya melalui kewajiban koordinasi antara hakim administrasi 
dan penegak hukum ketika ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang, 
sehingga putusan pembatalan diskresi tidak berhenti sebagai koreksi formal tetapi 
menjadi pintu masuk akuntabilitas pidana yang konsisten, demi menjaga stabilitas 
ekonomi nasional dan kepercayaan publik terhadap integritas kebijakan 
pemerintah. 

 
SIMPULAN  

Analisis menunjukkan bahwa diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi 
di Indonesia berada dalam ketegangan permanen antara kebutuhan fleksibilitas 
pengambilan keputusan di tengah situasi krisis dan tuntutan kepastian hukum, 
akuntabilitas, serta perlindungan keuangan negara. Di tingkat normatif, UU No. 30 
Tahun 2014 telah menetapkan syarat ketat, delapan asas AUPB, dan larangan mutlak 
diskresi yang bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, dan prinsip non-
diskriminasi, namun berbagai temuan BPK, BPKP, dan studi akademik 
menunjukkan mayoritas kebijakan fiskal, subsidi, dan pengelolaan APBN yang 
berbasis diskresi masih lemah dalam dokumentasi, konsultasi, dan transparansi, 
sehingga membuka celah grey area yang sering dimanfaatkan sebagai justifikasi 
kebijakan sekaligus tameng ketika muncul dugaan korupsi. Ruang lingkup diskresi 
dalam kebijakan fiskal, moneter, dan anggaran yang sangat luas berbanding terbalik 
dengan kapasitas dan keberanian institusi pengawas serta PTUN untuk menegakkan 
batas legalitas dan proporsionalitas secara konsisten, sementara di sisi lain rezim 
pidana (KUHP dan UU Tipikor) menghadapi kesulitan membedakan policy error 
dengan abuse of authority, sehingga banyak perkara penyalahgunaan diskresi 
ekonomi berakhir hanya pada sanksi administratif tanpa eskalasi pidana, atau 
sebaliknya dipidana dengan standar “melawan hukum” yang tidak seragam. 
Temuan utama penelitian ini adalah bahwa belum terdapat kerangka integratif yang 
secara eksplisit menyambungkan tiga level: ruang lingkup diskresi ekonomi, batasan 
hukum AUPB, dan pertanggungjawaban pidana pejabat, sehingga diperlukan 
rekonstruksi normatif dan kelembagaan agar diskresi benar-benar berfungsi sebagai 
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instrumen kebijakan responsif yang tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan 
stabilitas ekonomi jangka panjang.  
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